BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 76 /2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH DAN PENANDATANGANAN NASKAH SERAH TERIMA HASIL
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 23
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang
menyebutkan Bupati dapat mendelegasikan penetapan status
Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah dan Penandatanganan
Naskah Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

15V,

i

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentangi
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; !

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Pendelegasian Wewenang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah dan Penandatanganan Naskah Serah Terima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan.

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk menetapkan
status penggunaan barang milik daerah dan menandatangani
naskah serah terima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. §

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Selatan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito
Selatan. !
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Buntok :
pada tanggal 14 weret 2024

2 SELATAN,

Pj. BUPATI BAR



